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Abstrak
 

Jaksa adalah yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan

pidana. Putusan pengadilan yang dimaksud di dalamnya juga termasuk pidana mati yang merupakan salah

satu bentuk pidana yang masih diatur dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Pada praktiknya,

pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang baru dapat dilaksanakan bertahun-tahun setelah putusan

pidana mati tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dengan

adanya penundaan pelaksanaan pidana mati yang berlarut-larut sehingga muncul anggapan bahwa adanya

ketidakpastian hukum.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana akan dikaitkan

dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah melakukan penelitian didapatkan kesimpulan

bahwa jika ditinjau dari kedudukannya sebagai dominus litis atau pengendali perkara maka seorang Jaksa

yang melaksanakan putusan pengadilan dapat atas kebijakannya sendiri dapat menunda suatu pelaksanaan

putusan pengadilan dalam hal ini pidana mati. Kebijakan untuk menunda pelaksanaan pidana mati sangat

lekat juga dengan posisi Jaksa sebagai penegak hukum sehingga sebagai penegak hukum harus

memerhatikan tidak hanya pada kepastian hukum namun juga kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan

pidana mati itu sendiri.

......

The prosecutor is the one who by law is authorized to execute a criminal court decision. The said court

decision includes death penalty as it is one of the forms of punishment which is still used in the Indonesian

law. In practice, death penalty when charged to a person the execuiton can carry out for many years after the

death verdict is legally binding. It has become a problem because of the prolonged punishment the

assumption of legal uncertainty also arises.

In this study the author use normative juridical research methods which will be attributed to the applicable

law in Indonesia. After conducting the research it is concluded that if viewed from his position as dominus

litis or the case controller then a prosecutor who executes a court decision may in its sole discretion

postpone an execution of a court decision in this case capital punishment. The policy to postpone the death

penalty is also closely attached to the position of the Prosecutor as a law enforcer as a law enforcemer must

pay attention not only to legal certainty but also the legal benefit in the execution of the death penalty itself. 
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